
$,ffi,1
Y'*glg;r'

NDPIIBLIII INDONESIA

PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS

TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN

Pemerintah Republik lndonesia dan Pemerintah Republik Belarus, selanjutnya

disebut sebagai Para Pihak;

Mempertimbangkan hubungan yang bersahabat dan kooperatif antara kedua

negara,

Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang

sudah terjalin melalui kerja sama industri pertahanan antara kedua negara,

Menyadari bahwa penguatan kerja sama industri pertahanan akan

menguntungkan kedua industri pertahanan nasional;

Bertujuan untuk meningkatkan kegiatan kerja sama di bidang industri pertahanan

antara kedua negara yang didasarkan pada penghormatan penuh atas kedaulatan

dan integritas wilayah dan prinsip-prinsip persamaan, tidak mencampuri urusan

dalam negeri, dan saling menguntungkan;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua

negara;

Telah menyetujui sebagai berikut:
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PASAL 1

TUJUAN

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk membentuk kerangka kerja dalam rangka

meningkatkan hubungan industri pertahanan bilateral kedua negara.

PASAL 2

LINGKUP KERJA SAMA

Lingkup Persetujuan ini dapat meliputi:

Peningkatan kerja sama antara industri-industri pertahanan kedua negara

dalam berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama, termasuk alih

teknologi, pengembangan bersama dan produksi bersama, pembekalan,

pemeliharaan dan perbaikan antara lain:

a. Persenjataan dan peralatan angkatan udara;

b. Persenjataan dan peralatan pertahanan udara;

c. Persenjataan dan peralatan angkatan darat;

d. Peralatan dan persenjataan elektronik, termasuk sistem senjata kendali

dan komando otomatis, komunikasi, transfer data, pengintaian dan

sistem peperangan elektronik.

e. Perangkat optis, laser dan peralatan untuk kebutuhan khusus.

2. Peningkatan kerja sama dalam ilmu dan teknologi pertahanan melalui

a. Pertukaran informasi dan personel, pendidikan dan pelatihan, dan saling

kunjung.

b. Realisasi proyek bersama;

c. Penelitian dan pengembangan bersama peralatan pertahanan dan

persenjataan baru, peralatan dan persenjataan elektronik, peralatan lain

untuk kebutuhan khusus, serta perancangan dan produksiteknologi dari
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persenjataan dan peralatan yang disebutkan bagi angkatan udara,

pertahanan udara dan angkatan darat.

3. Peningkatan dukungan produk dan jasa serta proyek-proyek bilateral yang

berkaitan dengan peralatan dan komponen pertahanan.

4. Proyek bersama dalam bidang rekonstruksi, modernisasi dan konversi

fasilitas pembuatan produk-produk yang berorientasi militer.

5. Peningkatan bentuk-bentuk kerja sama industri pertahanan lainnya yang

dapat disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 3

PENGATU RAN PELAKSANAAN

Badan-badan yang benruenang dari Para Pihak dapat membentuk

pengaturan pelaksanaan tertentu, berkaitan dengan aspek-aspek spesifik dan

teknis kerja sama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dalam kerangka

Persetujuan ini.

2. Para Pihak bersama-sama menentukan bahwa setiap permasalahan hak

kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan Persetujuan ini akan

diatur dalam pengaturan yang terpisah.

3. Untuk melaksanakan Persetujuan ini Para Pihak akan membentuk Komite

lndonesia - Belarus yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan rencana,

program atau kegiatan-kegiatan kerja sama dan merekomendasikan bentuk-

bentuk dan bidang-bidang kerja sama yang baru.

1
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PASAL 4

OTORITAS YANG DITUNJUK

Para Pihak menunjuk otoritas berikut ini yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini:

Untuk Pemerintah Republik lndonesia - Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia;

Untuk Pemerintah Republik Belarus - Komite lndustri Militer Negara Republik

Belarus, Kementerian Pertahanan Republik Belarus.

PASAL 5

KERAHASIAAN

Para Pihak wajib memberikan pengamanan untuk setiap informasi yang

diperoleh dalam kerangka Persetujuan ini sesuai dengan hukum nasional

masing-masing. Penyingkapan atau pelepasan informasi oleh salah satu

Pihak kepada pihak ketiga, dan pengalihan secara langsung maupun tidak

langsung, hanya diperbolehkan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari

Pihak yang menyediakan informasi.

2. Tidak satupun dari Para Pihak diijinkan untuk mengalihkan atau menjual

peralatan, persenjataan, produk militer termasuk teknologi terkait dan

informasi yang diperoleh dari dalam kerangka Persetujuan ini, kepada orang,

badan hukum atau badan negara dari pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis

antara Para Pihak.

lnformasi yang diterima dari salah satu Pihak dalam pelaksanaan kerja sama

tidak boleh digunakan untuk merugikan kepentingan Pihak lainnya.

1
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4 Badan-badan yang benrenang dari Para pihak menyadari rahasia komersial

yang berkaitan dengan bidang kerja sama dan akan merumuskan pengaturan

yang diperlukan untuk melindungi dan mempergunakan rahasia tersebut

untuk keuntungan bersama.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan pelaksanaan atau

penerapan dari Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai baik melalui

negosiasi maupun saluran diplomatik.

PASAL 7

PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah setiap saat atas persetujuan bersama secara tertulis

antara Para Pihak. Perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal yang

disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 8

SAAT MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan nota diplomatik terakhir di

mana Para Pihak saling memberitahukan mengenai selesainya pemenuhan

persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan masing-masing

bagi berlakunya Persetujuan ini. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5

(lima) tahun dan secara otomatis akan diperpanjang untuk periode 5 (lima)

tahunan berikutnya, kecuali salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan

tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini sekurang-

kurangnya 6 (enam) bulan sebelum kehendak untuk mengakhiri Persetujuan ini.
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SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Para

Pihak, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta, pada hari ke-19 Maret 2013, dalam dua rangkap asli dalam

bahasa Indonesia, Rusia dan lnggris, semua naskah berkekuatan hukum yang

sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran ketentuan-ketentuan dalam

Persetujuan ini, naskah dalam bahasa lnggris yang akan berlaku.

UNTUK PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

UNTUK P

REPUBLI

NTAH

Menteri Pertahanan Ketua Komite lndustri Militer Negara
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REPUBLII( II{DONEST.&

COTJIAruEHI,IE

MEx(Ay TIPABIITEJIbCTBOM PECIyBJII4KII IIHAOHE3I{fl

II TIPAB}ITEJIbCTBOM PECIIYEJIUKPI EEJIAPYCb

o corpvIHlItIECTBE B coEPE osoporuroft
tIPOMbIIIIJIEHHOCTI,I

IlparmenbcrBo Pecny6nuru I,lagoue3vtfl 14 llpaeurelrcrso Pecny6.rruxu

Benapycr, I,IMeHyeMbIe B AzulbHefiurena Croponaua,

[pr,r3HaBajr cyqecTByrorrlHe ApyxecTBeHHbre r4 rrapTl{epcKl4e oTHoIITeHI{.fl

MexAy gaYW rocyAapcrBaM[)

xeJra, prBBr,rBarb fi yKperrJrtrt cyuecrByloll{l4e ABycropoHHI{e cBt3I{

nyreM corpyAaarrecrBa o6oux rocyAapcrB B cQepe o6oponuofi

IIpoM6IIlrreHHOCTr,r,

trpu3HaBaq, qro yKpentIeHI,Ie corpyAnl,IqecrBa B cQepe o6opounofi

flpoMbrrrrJleuuocrla 6yaet o6oroAso BLIToAHrIM AtL pa3Bntnx o6opouHblx

npoMrrr[nessocreft o6onx rocyAapcrB,

crpeMrlcb pa3BI,IBarE coTpyAul4qecrBo B c$epe o6oponuoft

IIpoMLrIuJreHHocTlI rvrelKlY rocyAapcTBalvrn cropo]I Ha ocHoBe floJlHoro

yBCIr(enr{, cyBepeHr.rrera, Teppr,rropuarurofi [erocrl{ocrl4, npuHql{iroB

paBeHcTBa, geBMeIIraTeJIrCTBa BO BHyTpeHHIre AeJIa, a TaKXe eSaI,IN{HOil

BbI|OALI,
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HAIII{OHAJILHbIMI4 3AKOHOAATEJILCTBAMI,I cBoI4XB COOTBCTCTBHE

rocyAapcrB

AOTOBOpT4JTHCE O Hr4XeCJreAyrOUIeM :

Crarrq I
IIe.nr

I-{emro Hacro.Errlero Comaueuus ,BJlflerc,

pa3Br,rrr{r ABycropoHHlrx ornotuesufi

npoMbrrrrJrennocrrM'I o6oltx rocyAapcrB.

co3AaHrae ocHoBbI An,

Mex4y o6opoHxrruu

CrarrlsZ
Hanpan.neulrfl corpyAnnrrecrBa

CorpyanuqecrBo B paMxax Hacrorruero Corrarueur4r ocyuecrBJlserct rlo

cJreAyroullM Hanp aB.iIeHLIrM :

i. Passnrue corpyrHllqecrBa MexAy o6oponnuMll [poMbIIuJIeHHocrtMI,I

AByx rocyAapcrB B pa3rxqublx o6lacrsx, npeAcraBrl.f, IoIrII4x ssauI,IHLIfi

r{HTepec, B ToM rlrrcire nepeAaqa rexHoJlorufi, coaMecrurle pa3pa6orrN n

[por,r3BoAcrBo, Irocranra, odclyxuBaHfie I,I p eMoHT :

a) aerauronnofi TexHIIKI{ I,I Boopyxeul{t;

6) rexnNm r,r Boopyxenvts, xnrfr fiporl4BoBos4yrurroft o6oponu;

a) rexarxa Ia Boopyxenufl, Alrfl. cyxoflyrHblx eoficr;

r) e.nexrpogsofi TeXHI4KI4 vt BoopyxeHllr, BKJIroqan

aBToMarlI3I4poBaHHbIe cucreMLl ynpaBJlexla.f, eoficxal\,Ila LI opyxlleM,

cr{cTeMbr r4 KoM[JIeKcbI Cpe.(cTB cBr3rI, flepeAaql{ AaHHhIx, ptBBeAK]I I{

paAilooJleKrpounofi 6ops6sl ;

g) onuauecxux yctpoficm, lasepnofi annaparypbl t4 npra6opoa

cnequaJlbHoro Ha3HaqeHI,Ir.
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2.Passutue corpylni4qecrBa a cQepe o6opouxux rexHoJroruit u HayKH

nyTeM:

a) o6uena unQoprr,raquefr u cnequ{uiacraMu, o6yveunx E noAroroBKrr,

ocyqecTBJIeHI,t, Bu3rIToB;

6) peanra:arlr{}r coBMecrHbrx npoeKroB;

a) nposegeHnx coBMeerxbrx NccreAogaHufi Lt paspa6oror Horbrx

o6pa:qoe BoopyxeHl,It r4 BoeHHofi rexsuxlr, gJrerTpoi*rofi TexHr4Kr4 H

BoopyxeH!{r, Apyroro o6opygoaaxur, a raKxe pe€rJrr{3arlr4r{

TexHoJrorrdfi pa:pa6orKl,I u [popl3BoAcrBa yKa3aHHLrx rexHr,rKlr pt

BoopyxeHlrr An, aBuatfrru, nporrdBoBo3AyrxHofi o6opouu u

cyxonyrnhrx soficr.

3. OcyqecrBJreHr{e [oAAepx(Kr4 npon3BoAcrBa n o6clyxytuanfir^, a raKxe

coBMecrHblx npoeKToa n cSepe soeHHofi TexHr,rKr{ I4 KoMrrJreKTyroilIr4x

.qil ee [poI{3BoAcTBa.

4. Peannsauur coBMecrxLrx [poeKToB rlo peKoHcrpyKllr{u, Mo.uepgrmaqrar4

14 KoHBepcult npegnpuarnfi, flpor{3BoArrrlrax npoAyKtlr,rrc BoenHoro

HA3HAqCHI,I'.

5. CorpyaHr,rrrecrBo B

ocyqecTBJrfiTbcs. t4

HanpaBireHlrfiM.

c$epe o6oponuoft [poMbrrrrJrenHocrrl Moxer

lro Apyrr4M coruracoBaHHbiM CropoHaur

Crarrs 3
LIc nomren [r e Ao ro BopeHHo cre fi

l. VnonsoMoqeHHbre opraHbt Cropon 3aKrroqaror cornarrreHr.r, tro

cueuraQauecKr,rM u rexHrtqecKr,rM HanpaBJreHtrrM corpyAul4rrecrBa,

yKBaHHbrM B crarbe 2 uacroguero Corna[ren]rr.

2. Cropoubr orrpeAeJlf,ror, .rro r]o6ue Borrpocbr [paB lrHTerurerrya-urHofi

co6creeriHocrr4, BLlTeKaroruue npfi peaJir43arrilu Hacrorqero
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Comauenux, 6yxyt perynupoBarbc, nyreM 3arrroqegr{ff orAeJrbubrx

cor.naureuufi.

3.Ans peaJrr.r3arluu Hacrofirrlero CornarueHux Ctoponrr co3AarcT

Hugoxeeuficxo-Eenopyccxnfi KoMr{Tsr, orBercrBennufi 3a [oAroroBKy

nJraHoB, nporpaMM r4Jrra Mepotrpwxtuit rlo corpyAHrarrecrBy, a rarxe 3a

paspa6orxy pexoueugaqufi lro HoBbrM Sopr',lartt fi o6;lacrsu

coTpyAHlIrrecTBa,

Crarss 4
Yno.nuonaoqeHHbre opraHLr

flororapuBaroqfiecr Cropourr onpeAenrror orBercrBeHHbrMr,r 3a

peaJrra3aur,rio noloxeuufi Hacrorrqero Comauresus cJreAyroq[e

ylonHoMoqeHHbre opraHbr :

- or llpanurenrcrBa Pecny6;ruxu HHAonesfis Mruucrepcrao

o6opousr Pecuy6rxxu I4u4ouesux ;

- or flpaaure.urcrBa Pecrry6nurn Eelapycr focyaapcrseHHnfi

BoeHuo-nponauru.nessufi KoMr,rrer Pecnybrxru Eerapycr,

Muxumepcreo o6opoHrr Pecuy6nuxpr Beirapycr.

Crarrs 5

KonQuaexqllaJlbHocrb

1. Ctopoxu o6ecneqr,rBaror coxpaHHocrr uHSopMarIr.rN, noryreHuofi n

paMrax Hacrorlqero Comauenr44 B coorBercrBr,Ill c Har{aoHaJIbHbIMLI

3aKoHoAareJIbcrBaMI4. PacnpocrpaHeuue, uy6ruxaqrar unQopMallrn u

ee fiepeAarra Ha[psMyro r4nr,r KocBeHHo nrooofi us Cropou rperrefi

cropoHe Aolycrarorcr roJrbxo c nrrclMexHoro couracu, CtopoHrt,

flpeAocraBprnuefi ery uirQopMarlu]o.

Z.Hu oAHa pr3 CropoH He lrMeer npaBa uepeAaBarb lrJrr4 [poAaBarb

$NsrvecrrM r,rr,r lopl4,(i{lrecKr,rM JIr4rraM r,r rocyAapcrBeunrlM opranaM

I

i

i

i

I

I

I
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TPCTbCT CTOPOHbI BOEHHYIO TCXHI,IKY, BOOPY)I(CHUC, NPOAYKIII,IIO, B TOM

qr,rcire TexHoJrorfir.r r.r HHsopMarINro, noJiyrreHHbre B paMKax HacToflrrlero

Comaures ux, 6es fiprcbMeuxoft AoroeopeHHocrr{ MexAy Cropouauu.

3. Hn$opua\t4fi, noryrregHafi or oAsofi r43 Ctopox B ttpouecce

coTpyAruqecTBa, He MoxeT r{c[oJrb3oBaT6c, BO BpeA HHTepeCaM Apyrofi

Croponu.

4. YnosiroMoqeHgbre opragbr cropou co6arcAarcr KoMMepqecKyro rafiay,

ornocrrqFocx x c$epe corpyAHrrqecrBa, r{ 3aK[roqaror seo6xoAr{M5re

COTJi4IIIEHV.f, NO CC 3AIIII,ITC I,T B3AHMOBbITONHOI{Y UCIOJIb3OBAHI.,Irc.

Crarun 6
YperynupoBaxlre cflopoB

Bce cnopHbre Boflpocbr, cBr3anHhre c peulnu3aruftit ulu [praMegerrr4eM

Hacrorrqero couaueHr,rs, 6yayt peruarbcff nyreM [epefoBopoB r.rJrr4 rro

I}IflJIOMATIIqECKLIM KAHATAM.

Crarrs 7
Hrueuenns

Hacrogulee cornaruexrre Moxer 6ur; r{3MeHeHo s rro6oe BpeM.s Ha

ocrroBe o6oioAgoro [r{cEMerrHoro comacar cropos. Tarue r,r3Meserlnfi

Bcry[aror B cr{iry c Aarlr, corJracoBauxofi Cropouaua.

Crarrs 8
BcrynneHrre B cnJry, cporc Aeficrstlq tr flpeKparqeHrre Aeftcrslrs

Hacrosuee Coraaruegue Bcryuaer B cr,rJry c Aarbr noJr)rreHprx nocleguefi

H3 .[r,r[iroMarr{r{ecKr,rx Hor, nocpeAcrBoM Koropbrx croponrr

o6veHuearorca uu$opruaqzeil o 3aBepueHrrlr BbrnoJrHegru rpeOoearufi

HAUI,IOHIIII6HbIX 3AKOI{OAATEJIbCTB ANfl BCTYIJIEHI,I.'I HACTO'IqCrO

Qqpgarrslryr, B cr{Jry. Hacrorqee couauegr4e 3aKJrroqaerc, cpoxoM Ha

['Tb JIET I,I ABTOMATI{qECKI,I NPOAICBAETCfl HA IIOCJIEA,VIOII{UC [fiTi4JIETHIAC
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[epr4oAbr, noKa o.{Ha H3 crOpOn fir,rcbMeHHo He yBeAoMr{T Apyryro

Cropony o HaMepeHrrr,r flpeKparr,rrr geficrrne Hacrosulero Cor"uaureHufl He

[o3xe rreM 3a rrrecrb MecrrleB Ao xeJraeMofi Aarsr ero Eper(parrleHr,tr.

B noltsepxAel{r4e r{ero Hl,rxettoAnr{caBr]r:aecfl,, AoJr)rGLrM o6pasorra Ha ro
ytlorlHoMoqeHHLie cropoaaivrti, IloAfir,rcairr{ Hacrorrqee cor;rarxegue.

coeepmeno B r. lxaxaprelg rvrapm 2013 roAa B AByx 3rceMrnrpax Ha

uHAOHeSr,rfiCKOM, pyccKoM u asmuftcKoM r3LrKax, nprqeM Bce reKcrLr

r,rMelor oAr{HaKoByro ctriry. B cryqae Bo3Hr{KHOBeHT{r pa3HOrlacufi B

TOJTKOBaHT{r4 nOlOXeUUfi HaCTOrIqero coruaruesu.s npeAnoqreHHe

orraercr reKcry sa agrluficroM r3rrxe.

3A TIPAB}ITEJIbCTBO

PE CIIyEJII,IKII UHAOHE3II,I

3A fIP

EEJIAPYCb

II}TPH IOCTNAHTOPO CEPTET TYPYJIEB

MuHucrp o6opoxsr IlpegcegareJrb locyaa pcrBeHHoro

BOeHHO-fl poMbIruJreHHoro

KOMHTCTA
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ITEPUBLIX IIIIDONTSIA

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS

ON DEFENCE INDUSTRY COOPERATION

The Government of the Republic of lndonesia and the Government of the Republic

of Belarus, hereinafter referred to as Parties;

Considering the friendly and cooperative relations existing between the two

countries;

Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relationship through

defence industry cooperation between the two countries;

Recognizing that the strengthening of defence industry cooperation will be

beneficial to both national defence industry;

Aiming to promote cooperative activities in the field of defence industry between

the two countries based on full respect of sovereignty and territorial integrity and

the principles of equality, non interference to the internal affairs, and mutual

benefit;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the two countries,

Have agreed as follows
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ARTICLE 1

PURPOSE

The purpose of the Agreement is to provide a framework in order to promote

bilateral relations of the defence industries of both countries.

ARTICLE 2

SCOPE OF COOPERATION

The scope of this Agreement may include:

Promotion of cooperation between the defence industries of the two countries

in various areas of mutual interest, including transfer of technology, joint

development and joint production, supply, maintenance and repair among

others of:

a. Air force armaments and equipment;

b. Air defence armaments and equipment;

c. Army armaments and equipment;

d. Electronic equipment and armaments, including automated command

and control weapons systems, communications, data transfer,

reconnaissance and electronic warfare systems;

e. Optical devices, lasers and special purpose equipment.

2. Promotion of cooperation in defence science and technology through

a. Exchange of information and personnel, education & training, mutual

visits;

b. Realization of joint projects;

c. Joint research and development of new defence equipment and

armaments, electronic equipment and armaments, other special

I

i
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purpose equipment, as well as design and production technologies of
the above armaments and equipment for the air force, air defence and
army.

3 Promotion of areas of product support and services as well as bilateral
projects relating to defence equipment and components.

4 Joint project on reconstruction, modernization and conversion of facilities

manufacturing military-oriented prod ucts.

5 Promotion of any other areas of defence industry cooperation as may be
agreed by the Parties.

ARTICLE 3

IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

1 The authorized bodies of the Parties may conclude particular implementing

arrangements, pertaining to specific and technical aspects of aforementioned

in Article 2 cooperation within the framework of this Agreement.

2 The Parties mutually determine that any intellectual property issues arising
under the implementation of this Agreement will be regulated under separate
arrangements.

3. To implement this Agreement the Parties will establish an lndonesia-Betarus

Committee responsible for preparing plans, programs or activities of
cooperation and recommending its new forms and areas.
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ARTICLE 4

DESIGNATED AUTHORITIES

The Parties designate the following authorities responsible for the implementation

of provisions of this Agreement:

For the Government of the Republic of lndonesia - Ministry of Defence of the

Republic of lndonesia;

For the Government of the Republic of Belarus - State tt/lilitary lndustrial

Committee of the Republic of Belarus, Ministry of Defence of the Republic of

Belarus.

ARTICLE 5

CONFIDENTIALITY

The Parties shall provide security for any information received within the

framework of the Agreement in accordance with their respective national

laws. Disclosure or release of information by one of the Parties to any third

party, and transfer directly or indirectly, is allowed only at the prior written

consent of the Party providing the information.

Neither of the Parties is authorized to transfer or sell military equipment,

armaments, products including related technologies and information received

within the framework of this Agreement, to persons, legal entities or state

bodies of the third party without written consent between the Parties.

3. lnformation received from one of the Parties in the course of cooperation may

not be used to harm interests of the other Party.

I

2
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4 The authorized bodies of the Parties observe the commercial secrets related

to the sphere of cooperation and will formulate necessary arrangements to
protect and use such secrets for mutual benefits.

ARTICLE 6

SETTI.EMENT OF DISPUTES

Any dispute arising from or in connection with the implementation or application of
this Agreement shall be settled amicably through either negotiation or diptomatic

channels.

ARTICLE 7

AMENDMENT

This Agreement may be amended at any time by mutual written agreement

between the Parties. Such amendment shall come into force on the date agreed

by the Parties.

ARTICLE 8

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

fhis Agreement shall enter into force on the date of receipt of the latest diplomatic

notes through which the Parties have informed each other on completion of
fulfilment of the requirements set up by their domestic legislation for the entry into

force of this Agreement. This Agreement is valid for 5 (five) years and shal be

automatically extended for the next 5 (five) year periods unless one of the Parties

notifies in writing about its intention to terminate the Agreement not later than 6
(six) months prior to its intention to terminate this Agreement.




